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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul pengaruh koordinasi terhadap kepuasan masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan masalah pokoknya adalah rendahnya tingkat kepuasaan masyarakat yang diduga oleh koordinasi yang belum dijalankan secara efektif.
Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Dengan pendekatan kuantitatif. Metode ini bersifat menggambarkan suatu keadaan yang sedang berlangsung pada saat penelitian dilaksanakan, serta bagaimana hubungannya. Data yang ditetapkan dianalisis dan dibandingkan dengan teori yang ada serta masalah yang ada untuk diambil kesimpulannya
Secara simultan koordinasi telah memberikan pengaruh yang sangat besar dan signifikan terhadap Kepuasan Masyarakat pada UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat sebesar 73,6%. Hal ini mengandung makna bahwa koordinasi ini sangat dominan dan menentukan dalam meningkatkan Kepuasan Masyarakat pada UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat. Disamping itu pula bahwa berdasarkan hasil penelitian diperoleh adanya pengaruh lain (efsilon) di luar variabel koordinasi sebesar 26,4% yang turut serta mempengaruhi Kepuasan Masyarakat pada UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat,antara lain variabel tersebut adalah pengendalian dan profesionalisme kerja.
Secara parsial koordinasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Masyarakat pada UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat diukur melalui kesepakatan dan kesatuan pengertian, adanya kesepakatan mengenai kegiatan, adanya ketaatan, adanya saling tukar informasi, adanya koordinator yang dapat memimpin, adanya informasi dari berbagai pihak, adanya saling menghormati. Adapun unsur yang paling besar pengaruhnya terhadap Kepuasan Masyarakat pada UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat adalah unsur adanya ketaatan (X3) sebesar 19,9%. Sedangkan unsur yang paling kecil pengaruhnya terhadap kepuasan masyarakat adalah unsur adanya kesepakatan dan kesatuan pengertian (X1) sebesar 1,0%.
Kata kunci : Koordinasi dan kepuaasan masyarakat

ABSTRACT
The title of this research is the analysis of the effect of coordination on community satisfaction at the Regional Technical Implementation Unit of the Regional Revenue Management Center of West Bandung Regency. Meanwhile, the main problem is the low level of community satisfaction which is suspected by the coordination that has not been carried out effectively.
The research method used by researchers in this study is descriptive analysis. With a quantitative approach. This method describes a situation that is ongoing at the time the research is carried out, as well as how it relates. The data set is analyzed and compared with existing theories and existing problems to draw conclusions
Simultaneously coordination has given a very large and significant influence on Community Satisfaction at the UPTD Center for Regional Revenue Management of West Bandung Regency by 73.6%. This implies that this coordination is very dominant and decisive in increasing Community Satisfaction at the UPTD Regional Revenue Management Center for West Bandung Regency. Besides that, based on the results of the study, it was found that there were other influences (efsilon) outside the coordination variable of 26.4% which participated in influencing Community Satisfaction at the UPTD Regional Revenue Management Center of West Bandung Regency, among others these variables were control and work professionalism. .
Partially, coordination has a positive and significant effect on Community Satisfaction at the UPTD Regional Revenue Management Center for West Bandung Regency as measured by agreement and unity of understanding, agreement regarding activities, obedience, exchange of information, coordinator who can lead, information from various parties, mutual respect. The element that has the greatest influence on Community Satisfaction at the UPTD Regional Revenue Management Center for West Bandung Regency is the element of obedience (X3) of 19.9%. While the element that has the least effect on community satisfaction is the element of agreement and unity of understanding (X1) of 1.0%.
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